
PEIIERIIITAB KABUPATER BOJOREGORO 
Sr&n 

Meoimbang 

PBRA'!URAJI BOPATI BOJOIIBGORO 
IIOMOR 19 TABUII 3013 

TBIITAJIG 

TARII' LAYAJIAJI PADA AKADGII IIJIBIDAJIAJI 
PBMMIN tAB KAIIOPATU BOJOIIIIIGORO 

DUGA• R6BMAT TUBAJI YAJIA M6BA 11:SA 

BOPATI BOJOIIBGORO, 

: a. bahwa peoerapan Pola Peogielolaan Keuang;an Badan 
La,yanan Umum Daerah (PPK-SWD) Pada, Unit Kerja 
Akademi Kebidanan Pemerintab Kabupaten Bojon<;gpro 
bertujuan untuk men;,..g1carkao kuaJitaa pelayanan 
Jl"ndidikao kepada. masyarakat guna mewujudkao 
tuga&-tu8',llf, · PemerJutah Daerah dalaJn memajukao 
keaejahteraao umum dao meorenla.skao kehidupan 
be.oipMl; 

b. bahwa Unit Pelakaaoa Tekoia Dioaa Keaehatao 
Akademi Kebidaoan Pemeriotah Kabupateo Bojonegoro 
merupakao saJah satu Unit Kerja Pada Dinas 
Kesebatan Kabupaten Bojooegoro yang menerapkao 
PPK-BLUD berdasarkao Keputusao Bupati Bojonegoro 
Nomor 188/314/KEP/412.1 1/2012 tentang 
Penetapan Penerapan Pola Peogelolaan Keuangan 
Badao Layaoao Umum Deerah Secant Penuh Pada 
Unit Pelaksana Telcnis Dinas Akademi Kebidanan 
Pemerintab Kabupaten Bojonegoro; 

c. bahwa Unit Pelaksana Tekoi.s Dinos Akademi 
.Kebidanan. Pemerintah .Kabupaten Bojooegoro 
memungut biaya kepada masyarakat untuk imbalan 
ataa barang dao/atau jasa layanan yang ditetapkao 
dalrun bentuk tarif aehinl!',g!l diperlukan dasar bukum 
dalaJn peoerapaonya. 

d. bahwa berdasarkao pertimbangan se~maoa 
dimakaud dalam buruf a, huruf b , dan huruf c, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentaog TariI Layanan 
Sadan Layanan Umum Da£rab Akademi Kcbida:nan· 
Pemerintab Kabupaten Bojonegoro; 

1. Undang-Undaog Nomor 12 Tahun 1950 tentaog 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota DalaJn 
Lin~ Proviosi Jawa Timur (diumumkao pad.a 
tanggal 8 Aguatua 1950); 



- 2 -

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Neg,ara (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 
2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. IJfldang-Undang 20 TahUb 2003 ti!ntang Sistem 
Pendiitik;m Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. UndaAg-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Pm>endaharaan Neg,ara (Lembaran Neg;ua Repubhl< 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoneaia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
~n1csa.an ~k_>)4an dan Tansgwig Jawab 
Keuangan Nepra (Lembaran Neg;ua Republik: 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pet e,JUwaan Pembangunan Nasional (l.embaran 
Neg,ua Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Nepra Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negiua Repubt'ik 
Indonesia Tahun 2004 Hornor 125, Tambaban 
Lembaran Negara Republik lndooesia Nomor 4437) 
aebageimana telah diubab yang kedua kalinya deng.an 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (l.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ·2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhl< Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangen Antara Pemeriotah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Keaehatan (Le:mbaran Nepra Republik Indonesia 
Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Neg;ua 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

10. UndaAg-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpubhl< 
Indonesia Tahun 2009 Nomor I 12, Tambahan 
Lembaran Neg;,;ra Republik Indonesia Nomor 5038); 

I 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang 
l'mlbentukan Peraturan Perundang-undanf,lll (Lembaran 
Negara Rcpublik: Indonesia Tuhun 201 1 Nomor 82, 
Tambahan l.embaran Negara Republik ·Indonesia ~ 
5234); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tuhun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tumbaban Lembanm Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

13. fffaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lemba.ran Negara 
Republik lndoneaia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembanm Negara Republik Indonesia Nomoc 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman J'lmyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaban Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

JS. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Penga.wa.san 
Penyelengiiraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah.un 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOOJOr 
4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kincrja 1.nstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 
Nemor 25, Tambaban l.embaran ~ -Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahuo 2007 teotang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
t>aerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negiara Repoblik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4747) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansl Pemerintah (Lemberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahon 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 5165) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;. 

20. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
wbaga.imana telah diubah yang kfflua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 talmn 2011; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2006 
tentang Pensyaratan Administrasi Dalarn Rangka 
Penguaulan dan Penetapan Satuan Kerja. lnatanai 
Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuanga.n Baden l.ayanan Umum ; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 
tentang Kewenangan Pengsdaan Barang/Jasa Pada 
Badan Layanan Umum; 
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23. Peraturan Menteri Keoang;an Nomor 09/PMK.02/2006 
tentang Pembentukan Dewan Pcogawas Pada Sadan 
L&yanan Umuro; 

24. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengel.okwr Keuangan Sadan 
L&yanan Umum Daerah; 

25. Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 53 Tahon 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

,2&, Keputuean Menteri Kee,ebatan NAm9C 
HK..03.01/I/Il/4/01563/2011 tentang Perpanjang/lll 
h:in Penyelengpraan Pendid.ikan Akademi Kebidanan 
Pemerintah Kabopaten Bojonqioro Provinsi Jawa 
Timur; 

27. Peratunal Daetah •Kab\Jpittell' BQio»egoro Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 
Tahun 2008 tentang l'l>kok-Pokok PengelolaaJI 
Keuang;an Daerah Kabupaten Bojonegorn; 

29. ·l'era!uran Daerah Kabupaten Bojonqjoro Nomor 7 'rahun 
2008 tentang Organiaasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
~oneipo {Lembaran Daerah Kabupatcn Bo.i<Jnet.l,ro 
Tahun 2008 Nomor SJ ,...tx,gaimana relah diubah yang 
kedua kalinya dcngan Peraturan Daerah Nomor 8 Tabun 
2011 (Lembaran Daemh Kabupau:n Bojonegpro Tahun 
2011 Nomor 10); 

30. ~turan Bupati Bojonegoro Nomor- 3· 'fahun 2009 
tentang Tupa Pokok dan Pungsi Dinas Kabupaten 
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2009 Nomor 3) sebslpimana telah diubah yang 
k!:dua kalinya dengim Peraturan Bupati Nomor 3 
Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2012 Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Sadan Kabupaten Bojonegoro (Berita 
DtM,rah Kabupe.ten Bojoncgoro Tahtln 2009 .Nomor 13) 
a,-begaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan 
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tabon 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Bojooegoro Tahun 2012 
Nomor46); 

MEMUTUSKAN : 

PERA'IURAN BOPATI TErffANG TARIF LAYANAN SADAN 
LAYANAN OMUM DAERAH AKADEMI KE.BIDANAN 
PEMERJNTAH KABUPATEN BOJONEGORO. 
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SABI 
KETEN'MJAN UMUM 

Paaal 1 

Delarn llleraturan ini yang dirna)au•~ denpn : 

1. Daeralt adalab IC.a.bupaten Bojonegoro. 

2 . Pemerintab Daerab adalab Perneriotah Kabupaten Bojonegoro. 

3 . Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

4. Akademi '(Cphidanao P'emerintab K:abupaten Bojonegoro, aelaojumya 
dieebut Akbid Ple:rnkab adalab Unit Pelakaana. Tekn.i.a Dina& Keachatan 
Pemcrin•ah Kabupaten Bojonf!IIC)ro. 

5. Direktw:- adalab Oirektur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupal.en 
Bqjonep-o. 

6. Bad.an Layanan Umum Daerah yang aelanjumya diaingkat BUID adaJah 
Satuan Kerja Perangkat Daerab di Linglcung;a,:, Pemeriu tab Daerah yang 
menerapkan Pola Pengelolaan l<euangal' Badao Layanan Umum dan 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaao banu\g danjatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntung;a.n, dan daJam melakukaJJ kqijataooya didasarkan 
pada prinsip efisienai dan produktivitas. 

7. Mabasiawa adalab peserta didik Akbid Pemkab setara Diploma ID. 

8. Tarif adalab imbalan atas barang dan/atau jaaa yang d iberikan oleh 
A:kbid Pemkiab 'tehllasuk imbaJ ·hbiJ yang· -wlija't- dari illvesfa!li clan&, 
dapat bertujuan untuk menutup aeluruh a.tau sebagian dari bis.ya per 
unit layanan. 

9. Dana ~bangao Peodid.ikan, yang selaojutnya disingkat OPP 
adalab tarif layanan yang digunakan untuk peogembangan sarana 
AkbidPemlcab 

10. Sumbang;an Pembinaan Pendidikan, yang aelanjutnya disingkat SPP 
adeJah •lll'if' layanao yang digunakan untuk penyeleoggaraan proses 
belejar ml'D&lljar Akbid Pernkab. 

U. !i',g91iWi adalldl pel1ge!l8hlln dOlallneo yang dikeluarl<an Akbid 
Pernkab oleb Direktur a.tau Pembanw Direktur yang membidangi 
bidang akademik. 

12. Peraewaan edaleb penggunaan aarana Akbid Pemkab oleb pihak lain 
dengan pada kurun waktu tertentu dengan kompeosa.si imbal jasa 
aarana. 

BABU 
AZAS, MAKSUD, DAN TIJJUAN 

Pase) 2 

(1) Penetepan tariflayanan peodidikao berdaserkan azas sebagai berikut: 
a Keacb1an; 
b. Manfaat; 
C. Partiaipatif. 
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(2) Maksud penetapan tarif lay.man pada Akbid Pemlcal:> adalab unruk 
menjamm muru clan akRsoilita.a, aerta kelanpung;an (sustainabilitasj 
pelayanan pendidikan di Akbid Pemkab sesuai Slaodar yang d itetapkan, 
agar maayarakat (mahasiswa), dan peng,elola Akbid Pemkab dapat 
terlindung! dengan baik. 

(3) Tltjuan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Oaerah Akbid 
Pemkw> adaJab ..,bap.i berikut 
a. tu&elt.ngg.mmya pelayanan pendidilam yang bermuru sesuai 

standar yang ditetapkan; 
·b. meningkatnya kapaaitas Akbid -~b-aecara bemasil guna- dan 

berdaya guna sesuai perkembangan sosiaJ ekonomi masya.rakat 
Kabupaleil Bojonegoro; 

c. terlabananya program dan kegiatan Akbid ~b sesuai denpn 
Rencana Strategia Bisnis Akbid Pemkab; 

d. tttwajudnya peran aerta masy,arakat dalam pembiayaan pe)ayanan 
pendidllam di Akbid Pemkab. 

BAB DI 
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN 

Bagian Kesa.tu 
Nama Tari! Jayanan 

Pasal3 

Denl!!'n ~ tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dipungut tarif 
la,yanan aebapi pemhayaran ataa jaaa layanan pendidikan yang diberikan 
oleh Akbid Pemkab Bojonegoro. 

Bagiao Kedua 
Obyek Tarif Layanan 

PasaJ 4 

Obydc tarif la,yanan Akbid Pemkab t.enl.iri atas: 
a. OPP; 
b. SPP; 
c. Peraewaan. 

Pasal5 

OPP digunakan untuk pengembang;an aumberdaya manusia dan 
peng,embanpo 9IIJ1lrul Akbid Pemkab. 

Pasal6 

SPP di&!lnakan untuk belanja operaaiooa1 Akbid Pemkab. 
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Paaal7 

(1) Cegatise•i ,t;bedakukan pada dokumen fot.okopi ijazab dan traollkrip. 
(21 DalaJn hal Direktur berhalangan maka kewenangan untuk mclegalisir 

dokumen eebegsimaoa dimakaud. pada aya.t (l) dilalrukan oleh 
P\o,mbantu Direktur yang membidangi bidang akademik. 

(3) Masa berlaJru. dokumen sebagaimana dimakaud pada ayat (IJ adalab 
aelama 5 (lima) tahun. 

Paaal8 

(1) Sewa aula mcliputi 1ilsilitas ruangan, clan AC. 

(2) Sewa ruang kelaa mcliputi fasilitas ruangan, dan AC. 

(3t Sewa laboratorium meliputi fasilitaa ruanpn laboratorium, alat 
lahoratorium aesuai praktilrum laboratorium yw,g dilaksanakan, dan 
AC. 

(4) Sew& Jcautin meliputi fusilitas ruangan, meja, clan kursi.. 

(~) Sewa LCD en!iector meliputi LCD en!iector clan Ja;var. 

Barj;mKetiga 
Subyek Tariflayanan 

Paaal 9 

Subyek tarif layanan adeiab mabc::ie-·"ll dan pihak Jain yang menggunakan 
baning dan/atau jaaa Akbid Pemkab. 

BABIV 
PRJNSIP DAI.AM PE.NETAPAN TARJF LAYANAN 

Pasal 10 

Prinaip yang dignnalcao dalam penetapan tarif layanan adaJah sebeKl'i 
berilrut: 
a. Kontinuitaa clan pengembangan layaoan; 
b. Daya beli illaayaralait;-
c. A&,a keadilan dan kepatutan; 
d. Kompetisi yang aehat 

Pasal 11 

Beaaran tari! layanan .pendidikan -ba1111imana ten:antum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpiaabJcan dari Penlturan Bupati ini. 
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BABV 
MASA TARIP LAYANAN DAN PERlJBAHAN TARIP LAYANAN 

Pasal 12 

(.1) Masa tarif Ja.yanan DPP adalab jaJ1gl<a waktu selama I (satu) kaJi 
periode pendid.ikan. 

(2) Masa tarif layanan SPP adalab jangka waktu I (satu) semester. 

(3) Ma.ea tarif layanan aeJain tarif layanan Sl'baw,irnana dimaksud padA 
ayat (I) den ~at (21 adalah 1 (saw) kalijangka waktu penyelenggaraan 
layanan. 

Pasal13 

ill Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerab 
Unit Kerja Akbid Pemkab dapat dilakulcan perubahan sesuai kebutuhan 
den perkrmbanga.P lreadaan. 

(2) Perubaban tarif aebagaiman.a dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
~ k£8elunman atau pada unit layanan tertentu eesuru ketentuan 
ya.qe, berlaku. 

BABVl 
TATA CARA PEMUNGt.rrAN DAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN 

Pasal 14 

Pm:nmgu1an tarif Jayanan tidal< dapat diborongkan_ 

Pasal 15 

(1) Pembayanm perta.ln9 adalab pelunasan OPP dan SPP oleb mabasiswa 
baru. 

{2) Pembayanm uJang adalab pelunasan -SPP tiap aemeeter pad.a tahun 
akaderoik yang aedang berjalan. 

(3) Selain OPP den SPP, pembayaran tarif layanan dilakukan secara 
langisung kepeda pejabat keuang;m sesuai Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku aetelab mendapatkan pelayanan oleh Akbid 
Pemkab_ 

(4) Pelaksana penerimaan pembayaran tarif layanan adalah pejabat 
keuanpn 'ICSUai Petaturan Perundang-undanpn yang bertaku-

(5) Semua penerimaaan tarif layanan diaetor Ire rekening kas Akbid 
Pemkab. 

BAB Vll 
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN TARIF L.AYANAN 

Pa.saf16 

(1) Direktur dapat merobetikan keringanan, pengurangan, dan 
pembebaaan tarif layanan J>PDdidikan. 
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(2) Kfflnganan tarif layanan ~bagairnaoa diroaksmf pada ayat (11 
diberill;QD.clalarn bentuk kdooggaran .,....Jctu pelnoasao pembayaran: 
a. OPP dapat diaogsur scba.oyak 3 (tiga) ka1i angsuran pada awal 

semester (scme$t£r l); 
b. SPP dapat diberikan kelonggaran waJrtu p-lnoasao sarnpai deogan 

1 (satu) bulan berikutnya dari bulan yang dit.etaplcan untuk 
pehmasan. 

(3) Pengurangan OPP-den SPP dapat choerikan paling banyak scbeaar 50% 
(lirna puluh -peraen) dari tarif layanan yang ditttapkan. 

(41 Kt:rioganan, pengurangan, den pcmbebasan tarif layanan dilcaitkao 
deqpo kernamprnm subyek tariflayaoao. 

{SJ Plersyaratao den mek.aoisrne untul< dapat mernperoleh kering;mao, 
pcoguraog/lD. den pernbebasao tarif layaoan ditetaplcan oleh Oirektur. 

(31 Kerioganan. penguraogan, den pernbebasao tarif layanan pendidikan 
rbagaiiuaoa dimaksud pada ayat (1) ditetaplam oleh Direktur. 

BABVlll 
PENUTUP 

Pasa117 

Peraturan Bupali ioi rnulai berlaku pada tanggaJ diu,,daogkao. 

Afl1r setiap onmg. mengetahuioya, mcrnetll\tabkao pcngundangao Pcraturao 
Bupati ioi deopo peoeropalaoo)l'l dalarn Berita Ooerah Kabupateo 
Bojooegoro. 

Ditetaplcan di Bojooegoro 
pada t.anggal I Mei 2013 

BOPAfl BO.JO.IIBGORO, 

Ud 

B-SUYOTO 
Jm.1ndengt,:an, di Bojooegor"o 
pad<> •aol!IP'J \ Mei 2013 

MAPMARI& DABPAIJ KABUPATU BOJOIISGORO 

ttd. 

IOfflADI MOBLJO•O 

mrl'A DABPAB lUIIUPATBII BOJOIIBGOllO TAIIOJI 31113 WOMOR 19. 

SaJioao scsuai deDgao aslioya 
ltil PFARl8 D-f:D♦R a:&BOPATD BOJOIIBGORO 

Pn- l!QPe;;Jnio 1!!'!!1> 
Pembi,na Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 I 008 



 

LAMPIRAN : PERA1URAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 19 TA.HT.IN 2013 
TANGGAL : J MEI 2013 

TAmr L&YAIIAll B♦DAP IAYAWAW VIIUII DASIIAB •w- PAI I SSIPDAWU ◄ME MIMIAB KABOPA'ID ao.JOIIEGOllO 

.. 
1 

• 
3 

3 

-- .__ Tulfllhll 

2 3 4 - p ..._.__ mhsw 10.000.000 

... 1 ••• ...... 111 ......... _,_, 
◄.000.000 ,.._ • 

a..SewaAl!Ja hari 500.000 

b.SewaKda& hari 200.000 

c. Sewal.alxwatorium Pmoaat/hari 400.000 

d. &walumtio unitltahun 2.500.000 

-~SewaLCO 
, __ 

200.000 

mhllW' : mahcai •a 
mhsw/mnt : mabaaiPVa per semester 

BUPATI BOJOIDIIGORO. 

ttd 

B.BVYOTO 

SaJinan aeauai denpn MliD,ya 
6APCfalD8 D♦BR♦R DIRJPATD BOJ01flDGOJtO 

..... ~ ... 
1""mbina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 1 006 


